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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal. Variabel
independen adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK, SiLPA dan
variabel dependennya adalah Belanja Modal.

Penelitian ini menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran dari 29
kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur pada tahun 2007-2011 yang bersumber dari
Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Pusat. Alat analisis yang digunakan adalah
regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan software SPSS 16 untuk
mengolah data yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan Retribusi Daerah tidak
berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Belanja
Modal
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar
dalam pelaksanaan pelayanan publik pemerintah daerah. Anggaran daerah
adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu
periode atau tahun tertentu (Mardiasmo, 2002). Anggaran dalam Pemerintah
Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik
dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus
dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008). APBD merupakan satu
kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah (Darise, 2008).

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang
diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial dengan
mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja,
dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan (UU 32/2004).



Peningkatan pelayanan di berbagai sektor sangat diharapkan, terutama di
sektor publik. Dengan adanya peningkatan pelayanan kepada publik di suatu
daerah, dapat berakibat meningkatkan kepercayaan investor untuk
menanamkan investasinya di daerah tersebut. Pergeseran komposisi belanja
merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan
tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan
investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan,
infrastruktur dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal
diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik karena aset tetap
yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama
dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah (Darwanto dan
Yustikasari, 2007). Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu
mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal
merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan
pelayanan kepada publik.

Penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah disertai dengan penyerahan
dan pengalihan masalah pembiayaan. Dalam mengelola keuangannya,
Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan
mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah
yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki.
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli



daerah yang sah (Kawedar dkk, 2008). Dari sektor pajak daerah dan retribusi
daerah diharapkan akan membentuk struktur PAD yang kuat di masing-masing
daerah karena merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting
guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah (UU 28/2009).

Potensi keuangan tiap daerah yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-
kegiatannya menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan
daerah lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat
mentransferkan dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Salah satu
dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). DAU merupakan dana
yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk
mengatasi kesenjangan keuangan antardaerah. Pemerintah Pusat memberi
kewenangan kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana,
sarana dan SDM. Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana
perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK).

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan
khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
(UU 33/2004). Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi
pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana
fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik
penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan adanya

pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal karena



DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah untuk
meningkatkan pelayanan publik.

Selain dari PAD dan transfer dari pusat, untuk membiayai kegiatannya,
Pemda juga dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
tahun sebelumnya. SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam
APBD tahun anggaran berjalan/berkenaan (Abdullah, 2013). Presiden
Republik Indonesia dalam pidatonya saat acara penyerahan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2012 mengatakan bahwa SiLPA yang
dihasilkan dari efisiensi APBD hendaknya digunakan untuk kepentingan
masyarakat berupa pembangunan infrastruktur.

Darwanto dan Yustikasari (2007) dalam penelitiannya melakukan uji
pengaruh 3 variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU
terhadap belanja modal menggunakan data APBD kabupaten/kota di Pulau
Jawa tahun 2004-2005. Dengan menggunakan metode analisis regresi linear
berganda, hasil penelitian secara parsial menunjukkan PAD dan DAU secara
parsial berpengaruh positif terhadap belanja modal sedangkan pertumbuhan
ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian Sumarmi (2009) menguji pengaruh PAD, DAU, dan DAK
terhadap alokasi belanja modal dengan menggunakan metode analisis regresi
linear berganda. Dalam penelitiannya, Sumarmi  meneliti APBD
kabupaten/kota di Provinsi DIY tahun 2002-2007. Pengujian secara simultan
menunjukkan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh secara signifikan terhadap

alokasi belanja modal. Pengujian secara parsial, PAD dan DAK berpengaruh



positif signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan DAU berpengaruh
negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Penelitian ini mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Sumarmi (2009). Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian
sebelumnya adalah objek dan data penelitian karena objek yang digunakan
pada penelitian ini adalah APBD Kab./Kota di Jawa Timur dan periode yang
digunakan adalah tahun 2007-2011. Jawa Timur dipilih penulis sebagai objek
penelitian karena Jawa Timur merupakan provinsi dengan kegiatan ekonomi
terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta, jumlah penduduk terbesar,
sebagai provinsi dengan jumlah kab./kota terbanyak, infrastruktur di Jawa
Timur cukup tersedia (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Timur, 2011). Pendapatan asli daerah dirinci menjadi pajak daerah dan
retribusi daerah. Hal ini dikarenakan pajak daerah dan retribusi daerah
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintah daerah (UU 28/2009). Selain itu, penambahan variabel
independen dalam penelitian ini yaitu SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran).

Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan suatu penelitian dengan
judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran terhadap Belanja

Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur)”.



1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, masalah dalam penelitian ini

dapat dirumuskan sebagai berikut:

a.

b.

Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap belanja modal?

Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap belanja modal?

Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja
modal?

Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja
modal?

Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh

terhadap belanja modal?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah:

a.

Mengetahui bukti empiris tentang pengaruh pajak daerah terhadap
belanja modal

Mengetahui bukti empiris tentang pengaruh retribusi daerah terhadap
belanja modal

Mengetahui bukti empiris tentang pengaruh Dana Alokasi Umum
(DAU) terhadap belanja modal

Mengetahui bukti empiris tentang pengaruh Dana Alokasi Khusus

(DAK) terhadap belanja modal



e. Mengetahui bukti empiris tentang pengaruh Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal

1.4. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Mahasiswa
Menambah pengetahuan tentang teori maupun praktik-praktik
akuntansi pada Pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini
merupakan kesempatan baik bagi mahasiswa dalam menerapkan
dan mengaplikasikan teori yang diperoleh selama kuliah.

2. Bagi Pendidikan Akuntansi
Dapat menambah topik kepustakaan, khususnya di bidang

Akuntansi Sektor Publik/Akuntansi Pemerintahan.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
BAB | : PENDAHULUAN
Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang yang mendasari
penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta

sistematika pembahasan.



BAB Il : KAJIAN TEORETIK

Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari penelitian ini,
penelitian-penelitian terdahulu yang terkait, hipotesis, dan kerangka pemikiran.
BAB Il : METODE PENELITIAN

Bab Il akan membahas mengenai objek penelitian, jenis dan sumber data,
variabel penelitian dan definisi operasional, metode analisis data, dan
pengujian hipotesis.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memperlihatkan deskripsi statistik objek penelitian, hasil
analisis (uji asumsi klasik analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis,
dan hasil koefisien determinasi R?), dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan,

keterbatasan dari penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB Il

KAJIAN TEORETIK

2.1. Landasan Teori
2.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan
penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya
tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber
— sumber kekayaan daerah. Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa
disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam
Permendagri No. 13 Tahun 2006, APBD merupakan dasar pengelolaan
keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai
31 Desember. Struktur APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri No.13
tahun 2006 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan
Daerah.

Proses penyusunan APBD diawali dengan penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian
dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode
1 tahun. Berdasarkan RKPD tersebut, Pemerintah Daerah menyusun KUA
dan PPAS untuk selanjutnya diserahkan kepada DPRD. Setelah PPAS telah
disetujui DPRD, maka disusunlah Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan menjadi APBD.



Tabel 2.1.

Tahapan dan Jadwal Proses PenyusunanAPBD

NO URAIAN WAKTU KETERANGAN
1. [Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei
2. |Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran | Minggu 1 bulan Juni 1 minggu
(KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) oleh Ketua TAPD (Tim
Anggaran Pemerintah Daerah) kepada kepala daerah
3. |Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS | Pertengahan bulan Juni 6 minggu
oleh kepala daerah kepada DPRD
4. [Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati Akhir bulan Juli
antara kepala daerah dan DPRD
5. |Surat edaran kepala daerah perihal Pedoman RKA- Awal bulan Agustus 1 minggu
SKPD (Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja
Perangkat Daerah) dan RKA-PPKD (Rencana Kerja
Anggaran-Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)
6. |Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA- | Awal Agustus sampai 7 minggu
PPKD serta penyusunan Rancangan APBD dengan akhir September
7. | Penyampaian Rancangan APBD kepada DPRD Minggu pertama bulan 2 bulan
Oktober
8. |Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala Paling lama 1 (satu)
daerah bulan sebelum tahun
anggaran yang
bersangkutan
9. |Hasil evaluasi Rancangan APBD 15 hari kerja (bulan
Desember)
10. Penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran Paling lambat akhir

APBD sesuai dengan hasil evaluasi

Desember (31
Desember)

Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2012
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2.1.2. Belanja Modal dalam Anggaran Daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah
yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum
yang layak serta mengembangkan  jaminan  sosial  dengan
mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur
kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Kewajiban daerah tersebut
tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun
anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Peningkatan pelayanan di berbagai sektor sangat diharapkan,
terutama di pelayanan sektor publik yang dapat direalisasikan melalui
belanja modal. Dalam PMK Nomor 93 Tahun 2011, belanja modal
merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka
memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal
kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Halim (2008) dalam Badrudin (2012), belanja modal adalah
investasi yang berupa pengadaan / pembelian aset yang bermanfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan dan aset tersebut digunakan dalam kegiatan

pemerintah yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lainnya
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sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani
masyarakat.

Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan
publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah
daerah mengalokasikan dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi
belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan
prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun
untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap
oleh pemerintah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik
yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut
yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan
membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah
dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui
sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Menurut Halim (2007) dalam Badrudin (2012), belanja modal dapat
dikategorikan dalam 5 kategori utama vyaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran / biaya yang digunakan
untuk pengadaan / pembelian / pembebasan penyelesaian, baik
nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, peralatan,

pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya
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yang sehubungan dengan perolehan hak atas tanah sampai tanah
yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran / biaya
yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian
dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris
kantor yang memberi manfaat lebih dari dua belas bulan dan
sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran / biaya
yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian
dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan
pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang
menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang
dimaksud dalam kondisi siap pakai.

. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran /
biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan /
penggantian dan peningkatan pembangunan / pembuatan serta
perawatan, dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang
menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan yang

dimaksud dalam kondisi siap pakai.
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5. Belanja Modal Fisik Lainnya.
Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran / biaya yang
digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian /
peningkatan / pembangunan / pembuatan serta perawatan
terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam
kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi, serta jaringan, termasuk juga dalam
belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian
barang — barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk
museum, hewan ternak dan tanaman, buku — buku, dan jurnal

ilmiah.

2.1.3. Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2010), pajak daerah adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepadadaerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang — undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam UU No. 28 tahun 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 2010 (revisi dari UU No. 34 Tahun 2000), yang dimaksud Pajak
Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang — Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
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langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar — besarnya
kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU No.34 tahun 2000, pajak daerah dirinci menjadi:

1. Pajak Provinsi, terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di Atas Air;Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan di Atas Air;Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor; danPajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah dan Air Permukaan

2. Pajak Kab./Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Setelahdilakukan perubahan UU No0.34 tahun 2000 menjadi UU

No0.28 tahun 2009, berikut ini merupakan rincian pajak daerah beserta
tarifnya:

a. Pajak Provinsi, terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor 10%
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 20%
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%
4. Pajak Air Permukaan 10%
5. Pajak Rokok 10%
b. Pajak Kab./Kota, terdiri atas:
1. Pajak Hotel 10%

2. Pajak Restoran 10%
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3. Pajak Hiburan 35%

4. Pajak Reklame 25%

5. Pajak Penerangan Jalan 10%

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 25%
7. Pajak Parkir 30%

8. Pajak Air Tanah 20%

9. Pajak Sarang Burung Walet 10%

10. PBB Perdesaan dan Perkotaan 0,3%

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 5%

2.1.4. Retribusi Daerah

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak
Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat
Jenderal Pajak, Retribusi dapat disebut sebagai pajak daerah yang dikelola
oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Timur,
retribusi daerah di Jawa Timur dirinci menjadi:

1. Retribusi Provinsi, terdiri atas: Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pelayanan

Tera / Tera Ulang; Retribusi Pengujian Kapal Perikanan;
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Retribusi Pemeriksaan, Pengukuran, dan Pengujian Hasil Hutan;
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah; Retribusi Pengelolaan Taman Hutan
Rakyat R. Soerjo; Retribusi ljin Trayek; dan Retribusi Ijin
Perpanjangan Kerja.

Retribusi  Kab./Kota, terdiri atas: Retribusi Pelayanan
Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil;
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pasar; Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Tempat Rekreasi dan
Olahraga; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi 1zin

Usaha; Retribusi Gangguan; dan Retribusi Trayek.

2.1.5. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan UU 33 tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU)

merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada pemerintah daerah

yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
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DAU bersifat Block Grant yang berarti penggunaannya diserahkan
kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk
peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan
otonomi daerah.

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Besaran DAU ditetapkan sekurang — kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam
Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk
daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan
imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan antardaerah
dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan
antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan
dan potensi daerah. Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal
(fiscal gap) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (fiscal needs) dikurangi
dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity) daerah dan Alokasi Dasar (AD)
berupa jumlah gaji PNS daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi
fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU
relatif kecil. Sebaliknya daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun
kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara
implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor

pemerataan kapasitas fiskal (Darise, 2009).
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2.1.6. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU No.33 tahun 2004, DAK adalah dana yang bersumber
dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai
kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum
tercapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan
daerah. Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawabnya, daerah
penerima wajib mengalokasikan dana pendamping dalam APBD-nya
sebesar minimal 10% dari jumlah DAK yang diterimanya. Untuk daerah
dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana
pendamping yakni daerah yang selisih antara Penerimaan Umum APBD dan
belanja pegawainya sama dengan nol atau negatif. Namun, dalam
pelaksanaannya tidak ada daerah penerima DAK yang mempunyai selisih
antara Penerimaan Umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol
atau negatif.

Unsur-unsur DAK:

o Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN;

o Dialokasikan kepada daerah tertentu;

o Digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan

urusan daerah;
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o Kegiatan khusus yang didanai dengan DAK harus sesuai
dengan prioritas nasional/fungsi yang telah ditetapkan dalam
APBN;

o DAK ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau diusulkan

oleh daerah tertentu;

. DAK diperuntukan guna membiayai kegiatan fisik pelayanan

masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang.

Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan

alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

1) penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan

2) penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Adapun penentuan daerah tertentu tersebut harus memenuhi kriteria

umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi
untuk masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks
berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penentuan
masing-masing kriteria sebagai berikut:

a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan
daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah
dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Rumus:
Kemampuan keuangan daerah = penerimaan umum APBD -
belanja pegawai daerah

Penerimaan umum APBD = PAD + DAU + (DBH — DBHDR)
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Keterangan:

Belanja pegawai daerah = belanja PNSD

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan

karakteristik daerah; dan

Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator

yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta

pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Kriteria teknis kegiatan DAK dirumuskan oleh masing-masing

menteri teknis terkait, yakni:

a)

b)

d)

f)

Bidang Pendidikan  dirumuskan  oleh  Menteri
Pendidikan;

Bidang Kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan;
Bidang Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Irigasi dan
Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi dirumuskan oleh
Menteri Pekerjaan Umum;

Bidang Prasarana Pemerintahan dirumuskan oleh
Menteri Dalam Negert;

Bidang Kelautan dan Perikanan dirumuskan oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan;

Bidang Pertanian dirumuskan oleh Menteri Pertanian;
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9)

h)

)

k)

Bidang Lingkungan Hidup dirumuskan oleh Menteri
Lingkungan Hidup;

Bidang Keluarga Berencana dirumuskan oleh Kepala
Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional;
Bidang Kehutanan dirumuskan oleh Menteri Kehutanan;
Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan dirumuskan oleh
Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal; dan

Bidang Perdagangan dirumuskan oleh  Menteri

Perdagangan.

Proses Penetapan Alokasi DAK

Dalam rangka pelaksanaan penetapan DAK, terdapat

sejumlah proses yang secara sistematis dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a)

b)

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP),
dilakukan perumusan kebijakan umum DAK di APBN,
termasuk didalamnya bidang-bidang yang akan didanai
dari DAK.

Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan
koordinasi dalam rangka pembahasan kegiatan khusus

yang diusulkan oleh Menteri Teknis.
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c) Menteri Keuangan melakukan penghitungan alokasi
DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan
kriteria teknis.

d) Menteri keuangan menetapkan alokasi DAK untuk
masing-masing daerah melalui Peraturan Menteri

Keuangan.

2.1.7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Menurut Abdullah
(2013), SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada dalam APBD tahun
anggaran berjalan/berkenaan. Sebagai contoh, SiLPA di dalam APBD 2012
adalah SILPA (Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun anggaran 2011.
Surplus terjadi apabila pendapatan dan transfer lebih besar dibandingkan
dengan belanja, sedangkan defisit terjadi apabila pendapatan dan transfer
lebih kecil dibandingkan dengan belanja. SiLPA sebenarnya merupakan
indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus
pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif dimana
komponen penerimaan pembiayaan lebih besar daripada komponen
pengeluaran pembiayaan (Balitbang NTT, 2008).

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang

dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi
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pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja daerah, mendanai
pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang
dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai), dan mendanai kewajiban
lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan

(Pakpahan, 2013).

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Darwanto dan Yustikasari (2007) dalam penelitiannya menguiji
pengaruh variabel independen vyaitu pertumbuhan ekonomi,
PAD, dan DAU terhadap belanja modal. Dengan data APBD
kab./kota dari pulau Jawa dari 2004 — 2005, pengujian dilakukan
dengan menggunakan analisis regresi linear berganda
menunjukkan hasil bahwa secara simultan seluruh variabel
independen berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Hasil pengujian parsial menunjukkan PAD dan DAU
berpengaruh  positif  signifikan terhadap belanja modal
sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap

belanja modal.
2. Sumarmi (2009) menguji pengaruh PAD, DAU, dan DAK
terhadap alokasi belanja modal dengan menggunakan data

APBD kab./kota di Provinsi DIY tahun 2002 — 2007. Hasil
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pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda
menunjukkan hasil secara simultan PAD, DAU, dan DAK
berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja modal.
Pengujian secara parsial, PAD dan DAK berpengaruh positif
signifikan terhadap alokasi belanja modal sedangkan DAU
berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal.

Solikin (2007) meneliti tentang hubungan antara PAD dan DAU
dengan belanja modal. Data yang digunakan dalam
penelitiannya adalah APBD kab./kota se-Jawa Bali tahun 2001 —
2005. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis
korelasi product moment pearson menunjukkan hasil bahwa
PAD memiliki hubungan positif yang kuat dengan belanja
modal. DAU juga memiliki hubungan positif yang kuat dengan
belanja modal. Selain itu, dengan analisis korelasi berganda
menunjukkan hasil bahwa PAD dan DAU memiliki hubungan
positif yang kuat terhadap belanja modal.

Sianturi (2010) dalam penelitiannya menguji pengaruh pajak
daerah dan retribusi daerah terhadap belanja modal.Data yang
digunakan dalam penelitiannya adalah APBD kab./kota Provinsi
Sumatera Utara tahun 2005 — 2008. Pengujian yang dilakukan
dengan menggunakan analisis regresi linear berganda ini
menunjukkan hasil bahwa secara simultan seluruh variabel

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel belanja
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modal. Hasil pengujian parsial menunjukkan pajak daerah
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sedangkan
retribusi daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap
belanja modal.

Ardhini (2011) dalam penelitiannya menguji pengaruh rasio
kemandirian daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio
efisiensi keuangan daerah, dan SiLPA terhadap belanja modal
untuk pelayanan publik. Data yang digunakan dalam
penelitiannya adalah APBD kab./kota Provinsi Jawa Tengah
tahun 2007 - 2008. Pengujian ini dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian
secara parsial menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan
daerah dan rasio efisiensi keuangan daerah tidak berpengaruh
terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Sedangkan
rasio efektivitas keuangan daerah dan SiLPA berpengaruh
positif signifikan terhadap belanja modal untuk pelayanan

publik.

2.3. Hipotesis Penelitian

2.3.1. Hubungan Pajak Daerah dengan Belanja Modal

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk

melaksanakan pembangunan pada daerahnya. Pajak daerah ikut serta dalam

membiayai pembangunan daerah. Tanpa adanya pajak daerah maka kebutuhan
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untuk dana pembangunan akan sulit untuk dipenuhi karena sebagian besar
pendapatan Indonesia adalah berasal dari pajak yaitu 75% (Sianturi, 2010).

Nugroho (2012) mengungkapkan bahwa belanja modal pada umumnya
dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana
pembangunan daerah. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa
penerimaan pajak daerah yang diterima oleh pemerintah daerah akan
digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Pembangunan daerah
dapat direalisasikan melalui belanja modal, yang pada umumnya dialokasikan
untuk pengadaan aset tetap sebagai investasi dalam rangka membiayai
pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Sianturi (2010), terdapat keterkaitan antara pajak daerah
dengan alokasi belanja modal. Semakin besar pajak yang diterima oleh
Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah
mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor
belanja langsung berupa belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H, : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.3.2. Hubungan Retribusi Daerah dengan Belanja Modal

Menurut Mardiasmo (2002), peningkatan retribusi secara otomatis
akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik karena masyarakat
tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja

kualitas dan kuantitasnya sehingga pemerintah daerah ditantang untuk
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meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Salah satu
cara untuk meningkatkan pelayanan publik adalah dengan lebih meningkatkan
belanja modal. Semakin tinggi tingkat investasi (belanja) modal diharapkan
mampu meningkatkan kualitas layanan publik karena aset tetap yang dimiliki
sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam
memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah (Darwanto dan
Yustikasari, 2007).

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan peningkatan retribusi
dapat meningkatkan belanja modal karena belanja modal akan digunakan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian Sianturi (2010)
menguatkan pernyataan tersebut bahwa retribusi daerah berpengaruh positif
tidak signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal daerah.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H. : Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2.3.3. Hubungan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal
PAD sebenarnya merupakan andalan utama daerah untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan (Saragih,
2003). Tetapi penerimaan daerah dari unsur PAD saja belum mampu
memenuhi kebutuhan daerah apalagi dengan penambahan wewenang akan
membutuhkan dana tambahan bagi daerah (Saragih, 2003) sehingga daerah

masih tetap membutuhkan bantuan atau dana berasal dari pusat. DAU yang
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penggunaannya diserahkan kepadadaerah sesuai dengan prioritas dan
kebutuhan daerah hendaknya mampu membantu persoalan ini.

Penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) menunjukkan bahwa
DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Semakin tinggi DAU yang
diterima daerah maka akan semakin tinggi pula belanja modal. Penelitian
Solikin (2007) memperkuat bahwa adanya hubungan positif antara DAU
dengan belanja modal dikarenakan pelaksanaan otonomi daerah yang
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik (yang direalisasikan melalui
belanja modal) juga ikut dibiayai oleh DAU.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

Hs : DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2.3.4. Hubungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Belanja Modal

Penggunaan DAK diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan
untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan
dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi,
prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana
pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang
semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal.

Penelitian Sumarmi (2009) menguatkan pernyataan tersebut bahwa
DAK berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal
daerah.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:
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H4: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap

belanja modal.

2.3.5. Hubungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dengan
Belanja Modal

SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang
dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan
lebih kecil daripada realisasi belanja daerah, mendanai pelaksanaan kegiatan
lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal,
dan belanja pegawai), dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan
akhir tahun anggaran belum terselesaikan. (Pakpahan, 2013). Panggabean
(2010) dalam Ardhini (2011) mengatakan bahwa sebagian besar SiLPA
disumbangkan ke belanja langsung berupa belanja modal yang secara
langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Penelitian Ardhini (2011) menguatkan pernyataan bahwa SiLPA
berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal daerah
sehingga apabila terjadi kenaikan pada SiLPA, maka akan meningkatkan
jumlah belanja modal untuk pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

Hs: SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2.4. Kerangka Pemikiran
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Berdasarkan uraian dan hipotesis di atas maka kerangka pemikiran
dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (Silpa)terhadap Belanja Modal

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Dana Alokasi Umum Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus

Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran

BAB Il1
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METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian
Yang menjadi objek penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi

Jawa Timur. Jumlah kab./kota di Jawa Timur ada 29 kabupaten dan 9 kota.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode dokumentasi
dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan data sekunder, mencatat,
dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Data laporan realisasi
anggaran pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK, SiLPA, dan belanja
modal dalam APBD Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2007,
2008, 2009, 2010, dan 2011 bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Pusat.

3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang akan diuji maka variabel
dependen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah belanja modal
sedangkan variabel independennya adalah pajak daerah,retribusi daerah, Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih

PerhitunganAnggaran (SiLPA).
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Berikut ini pembahasan definisi operasional dan pengukuran dari
variabel — variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
3.3.1. Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk
membiayai kegiatan — kegiatan investasi (menambah aset) yang mempunyai
manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal meliputi belanja untuk perolehan
tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan;
dan aset fisik lainnya. Belanja modal untuk masing — masing kab./kota dapat

dilihat dari pos belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3.3.2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh kab./kota. Variabel ini
diukur melalui besarnya anggaran pajak daerah Kab./Kota pada setiap tahun
anggaran dalam Laporan APBD. Pajak daerah untuk masing — masing
kab./kota dapat dilihat dari pos pajak daerah dalam Laporan Realisasi

Anggaran.

3.3.3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan retribusi yang dipungut oleh kab./kota.

Retribusi daerah untuk masing — masing kab./kota dapat dilihat dari pos

retribusi daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3.3.4. Dana Alokasi Umum (DAU)
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DAU adalah dana dari APBN yang dialokasikan ke kab./kota untuk
mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah. DAU untuk masing-masing

kab./kota dapat dilihat dari pos DAU dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3.3.5. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK adalah dana dari APBN yang dialokasikan ke kab./kota dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus. DAK untuk masing-
masing kab./kota dapat dilihat dari pos DAK dalam Laporan Realisasi

Anggaran.

3.3.6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
SiLPA adalah sisa anggaran tahun lalu yang ada di APBD tahun
berjalan (Abdullah, 2013). SiLPA untuk masing-masing kab./kota dapat

dilihat dari pos SiLPA dalam Laporan Realisasi Anggaran.

3.4. Metode Analisis Data
3.4.1. Analisis Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menghitung rata — rata

(mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi dari variabel yang diteliti.
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3.4.2. Uji Asumsi Klasik
Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari
penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-
syarat tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak
mengandung multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Uji
asumsi klasik meliputi:
3.4.2.1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal
(Ghozali, 2006). Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini
digunakan analisis grafik yaitu dengan cara menganalisis grafik
normal probability plot. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal
dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya
menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenubhi
asumsi normalitas, tetapi jika data menyebar jauh dan tidak mengikuti
arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola
distribusi normal maka model distribusi tidak memenuhi asumsi

normalitas.

3.4.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (Ghozali,
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2006). Multikolinieritas terjadi dalam analisis regresi berganda apabila
antarvariabel independen saling berkorelasi.

Dalam Ghozali (2006) multikolinieritas dapat dilihat dari:

¢ Nilai tolerance dan lawannya
e Variance Inflation Factor (VIF)

Kedua ukuran tersebut menunjukkan variabel independen
mana yang dijelaskan oleh variabel independen yang lainnya. Dalam
pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel
dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya.
Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih
yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai
tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF =
1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan
adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance <0,10 atau sama
dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2006). Apabila terjadi gejala
multikolinieritas, salah satu langkah untuk memperbaiki model adalah
dengan menghilangkan variabel dari model regresi, sehingga bisa

dipilih model yang baik (Santosa dkk, 2005).

3.4.2.3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam
model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada

periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Ghozali,
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2006). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu
berkaitan satu sama lainnya.. Santosa, Purbayu, dan Ashari (2005)
menjelaskan  bahwa untuk mendeteksi gejala  autokorelasi
menggunakan uji Durwin-Watson (DW). Uji ini menghasilkan nilai
DW hitung (d) dan nilai DW tabel (d & d,), aturan pengujiannya
adalah:
d<d. :terjadi masalah autokorelasi yang positif
yang perlu perbaikan
do<d<dy :ada masalah autokorelasi positif tetapi
lemah, dimana perbaikan akan lebih baik
d,<d<4-d, :tidak ada masalah autokorelasi
4-d,<d < 4-d_. :masalah autokorelasi lemah, dimana dengan
perbaikan akan lebih baik

4-d < d :masalah autokorelasi serius

3.4.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika variance
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas.

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki kesamaan
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3.4.3.

variance residual suatu periode pengamatan dengan pengamatan yang
lain, atau homoskesdastisitas dan tidak terjadi heteroskedastisitas
(Ghozali, 2006).

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai
prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya
SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot
antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah
diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi — Y
sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali, 2006).

Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk
pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian
menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik — titik menyebar di atas dan di
bawah angka 0 pada sumbu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

(Ghozali, 2006).

Metode Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk melihat pengaruh

pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK, dan SiLPA terhadap belanja

modal.
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Persamaan regresi yang digunakan adalah:
BM = a + B1PD + B,RD + BsDAU + BsDAK + BsSiLPA+ e
dimana :
BM = Belanja Modal (BM)
o = Konstanta
B1— Ps = Slope atau koefisien regresi atau intersep
PD = Pajak Daerah
RD = Retribusi daerah
DAU = Dana Alokasi Umum
DAK = Dana Alokasi Khusus
SiLPA = Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

€ = error

3.5. Pengujian Hipotesis

Sebelum dilakukan pengujian secara parsial, pengujian secara simultan
dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan uji statistik F. Uji statistik F
digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang
dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama
terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan
melihat signifikansi F pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan
level of significant 0,05 (a = 5%). Jika nilai signifikan lebih kecil dari o maka
secara simultan variabel — variabel bebas mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap variabel terikat.
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3.5.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing — masing
variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara
signifikan. Cara melakukan uji t adalah melihat p-value dari masing —
masing variabel. Hipotesis diterima apabila p-value< 5% (Ghozali,

2006).

3.5.2. Koefisien Determinasi R?

Koefisien determinasi R® digunakan untuk mengetahui besarnya
variasi variabel — variabel independen dalam mempengaruhi variabel
dependen. Semakin besar nilai R2 berarti semakin besar variasi variabel
dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel
independen. Sedangkan semakin kecil nilai RZ berarti semakin kecil
variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel —
variabel independen. Informasi yang dapat diperoleh dari koefisien
determinasi R? adalah untuk mengetahui seberapa besar variabel

independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen.
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BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data Penelitian

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa,
Indonesia. Ibukota terletak di Surabaya. Bagian utara Provinsi Jawa Timur
berbatasan dengan Laut Jawa. Bagian selatan berbatasan dengan Samudera
Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, dan daerah barat
berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Letak Jawa Timur yang strategis
memberikan keuntungan bagi daerah ini karena menjadi penghubung antara
wilayah Indonesia bagian barat dengan bagian tengah. Provinsi Jawa Timur
terletak pada 111°0° hingga 114°4’ Bujur Timur dan 7°12° hingga 8°48’
Lintang Selatan.

Luas wilayah daratan Provinsi Jawa Timur adalah 47.130,15 km? dan
wilayah lautan seluas 110.764,28 km?. Provinsi ini terbagi menjadi 29
kabupaten, meliputi Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso,
Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan,
Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan,
Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep,
Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung, serta 9 kota, yaitu Batu, Blitar, Kediri,
Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, dan Surabaya.

Penelitian ini menggunakan data 29 kabupaten dan 9 kota dengan kurun

waktu 5 tahun yaitu tahun 2007-2011 dengan 6 variabel (belanja modal, pajak
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daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran) sehingga jumlah data pada penelitian ni
sebanyak 1.140 data.

Belanja Modal pada kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dipengaruhi
berbagai faktor, antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA). Data factor-faktor dan besarnya belanja modal dapat
disajikan sebagai berikut:

4.1.1. Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah yang diterima pemerintah daerah akan
digunakan untuk mendanai pembangunan daerah yang direalisasikan
melalui belanja modal. Pajak daerah yang diterima pemerintah daerah
seluruh  kab./kota di Jawa Timur setiap tahunnya mengalami
kecenderungan meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perkembangan jumlah
pajak daerah kab./kota di Jawa Timur pada tahun 2007-2011yang dapat

dilihat dari tabel 4.1.

Tabel 4.1.

Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur
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Tahun Total Pajak Daerah
2007 Rp 902.240.788.670,63
2008 | Rp 1.035.612.372.041,10
2009 | Rp 1.147.710.979.237,11
2010 | Rp 1.331.760.193.227,21
2011 | Rp 2.820.802.011.464.72
Sumber : Lampiran 1

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari tahun ke tahun
jumlah pajak daerah meningkat. Kenaikan pajak daerah dapat terjadi
karena semakin banyaknya objek pajak daerah seperti hotel dan hiburan
serta adanya penambahan jenis pajak daerah yaitu pajak bumi dan
bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang berlaku

mulai tahun 2010.

4.1.2. Retribusi Daerah
Retribusi daerah berpotensi meningkatkan belanja modal yang
diakibatkan oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik
sehingga masyarakat mau membayar lebih tinggi retribusi tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perkembangan jumlah
retribusi daerah seluruh kab./kota di Jawa Timur pada tahun 2007-2011.

Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Retribusi Daerah Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur
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Tahun Total Retribusi Daerah
2007 Rp 966.252.075.632,99
2008 Rp 1.106.260.614.420,79
2009 Rp 1.108.471.571.722,51
2010 Rp 918.100.766.218,38
2011 Rp 1.016.307.603.508,97

Sumber: Lampiran 1

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari tahun ke tahun

cenderung meningkat hanya pada tahun 2010 mengalami penurunan

dikarenakan pelayanan publik yang kurang bagus.

4.1.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan dana yang bersumber dari transfer pemerintah

yang penggunaannya diserahkan seluruhnya kepada pemerintah daerah.

DAU dapat digunakan untuk membiayai

direalisasikan melalui belanja modal.

pelayanan publik yang

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perkembangan jumlah

DAU seluruh kab./kota di Jawa Timur pada tahun 2007-2011. Hal ini

dapat dilihat dari tabel 4.3. berikut ini:

DAU Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur

Tabel 4.3.

Tahun Total DAU
2007 Rp 17.666.106.475.796,00
2008 Rp 19.513.024.062.400,00
2009 Rp 19.763.938.166.000,00
2010 Rp 20.093.139.854.200,00
2011 Rp 22.202.794.925.000,00

Sumber: Lampiran 1
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Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari tahun ke tahun
jumlah DAU meningkat. Kenaikan DAU dapat terjadi karena kebutuhan

fiskal Jawa Timur yang lebih besar dibandingkan potensi fiskal.

4.1.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang diatur oleh
pemerintah pusat dan semuanya termasuk komponen belanja modal.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perkembangan jumlah DAK
seluruh kab./kota di Jawa Timur pada tahun 2007-2011. Hal ini dapat
dilihat dari tabel 4.4. berikut ini:

Tabel 4.4.

DAK Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur

Tahun Total DAK
2007 | Rp 1.340.044.500.000,00
2008 | Rp 1.676.927.300.000,00
2009 | Rp 2.120.272.088.000,00
2010 | Rp 1.808.042.850.000,00
2011 | Rp 2.173.856.575.000,00
Sumber : Lampiran 1

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari tahun ke tahun
cenderung meningkat hanya pada tahun 2010 mengalami penurunan.

Jumlah DAK setiap tahun ditentukan berdasarkan keputusa presiden.

4.1.5. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sebagian besar SiLPA disumbangkan ke belanja langsung berupa

belanja modal yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
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Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui perkembangan jumlah SiLPA

seluruh kab./kota di Jawa Timur pada tahun 2007-2011. Hal ini dapat

dilihat dari tabel 4.5. berikut ini:

SiLPA Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur

Tabel 4.5.

Tahun Total SiLPA
2007 | Rp 4.014.680.676.792,80
2008 | Rp 5.058.038.553.755,13
2009 | Rp5.181.825.014.782,70
2010 | Rp 4.318.483.219.758,28
2011 | Rp 4.210.623.443.744,22

Sumber: Lampiran 1

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari tahun 2007-2009

mengalami peningkatan. Tapi pada 2 tahun berikutnya secara berturut-

turut mengalami penurunan. Hal ini bisa terjadi karena efisiensi anggaran

atau ketidakmampuan pengoptimalan penggunaan anggaran.

4.1.6. Belanja Modal

Belanja modal merupakan jenis belanja daerah yang cukup penting

dikarenakan akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik. Perkembangan belanja modal yang diberikan kepada seluruh

kab./kota di Jawa Timur pada tahun 2007-2011 dapat dilihat pada tabel

4.6.
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Tabel 4.6.

Belanja Modal Kabupaten dan Kota Di Jawa Timur

Tahun Total Belanja Modal
2007 | Rp 5.505.140.190.365,44
2008 | Rp 6.445.978.882.009,77
2009 | Rp 7.306.296.086.713,02
2010 | Rp 5.444.398.149.845,93
2011 | Rp 6.251.091.355.686,38

Sumber: Lampiran 1

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari tahun ke tahun
cenderung mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2010 mengalami
penurunan dikarenakan belanja daerah lebih dialokasikan untuk belanja

pegawai.

4.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berguna untuk menjelaskan deskripsi data dari seluruh
variabel yang akan dimaksudkan dalam model penelitian, yang
memperlihatkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata — rata, dan standar
deviasi dari variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK, SiLPA,

danBelanja Modal.
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Untuk mengetahui deskripsi data yang digunakan secara rinci dapat

dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Independen

Tabel 4.7.

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Pajak Daerah

190 |  2.643.875.42500 | 1.488.358.147.753,27 | 38.095.401.813,69 | 124.811.452.498,12
Retribusi Daerah

100 | 227421180275 | 209.834.317.887,85 | 26.923.119.112,87 | 29.381.672.599,85
DAU 190 | 188.025.000.000,00 | 1.058.648.472.000,00 | 522.415.807.807,35 | 176.272.044.927,03
DAK

190 903.700.000,00 | 108.468.200.000,00 | 47.995491.121,05 | 23.175.578.082,68
SILPA 190 | 7.948.417.368,86 | 1.579.082.113.082,00 | 119.913.952.150,23 | 175.798.030.743,93
Belanja Modal

elanja Moda 190 | 44.601.848.936,00 | 1.143.038.576.007,00 | 162.910.024.550,46 | 119.321.886.848,82

Valid N (listwise) 190

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2013
Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan bahwa :
1. Rata — rata dari pajak daerah adalah Rp38.095.401.813,69 dengan standar
deviasi  124.811.452.498,12. Nilai standar deviasi lebih besar
dibandingkan dengan nilai rata — ratanya menunjukkan bahwa data pajak
daerah mengalami fluktuasi yang cukup besar, terbukti dengan perbedaan
nilai tertinggi dan terendah pajak daerah yang cukup besar.Nilai tertinggi
pajak daerah adalahRpl1.488.358.147.753,27terdapat di APBD kota
Surabaya tahun 2011. Pada tahun 2011, terdapat tambahan 2 jenis pajak
daerah yang dikenakan kota Surabaya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan dan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Kota Surabaya merupakan
salah satu pusat industri dan ikon bisnis terkemuka di Indonesia yang
memiliki banyak perusahaan — perusahaan industri berskala besar, sedang,

maupun kecil yang berlokasi dan tengah beroperasi di Surabaya. Oleh
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karena itu, adanya kedua jenis pajak daerah baru tersebut memberikan
kontribusi penambahan pajak daerah yang sangat besar yaitu Pajak Bumi
dan Bangunan sebesar Rp498.640.108.489 dan Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan sebesar Rp416.314.633.814.Nilai terendah pajak
daerah adalah Rp2.643.875.425,00 terdapat di APBD Kab.Sampang pada
tahun 2007. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sampang sangat
lambat jika dibandingkan dengan wilayah lain. Hal itu berimbas pada
kemajuan kabupaten dan objek pajak daerah, misal sedikitnya hotel. Pada
tahun 2007, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah
juga belum berlaku sehingga pajak kab.Sampang sangat kecil bahkan jauh
dari rata - rata.

. Rata — rata dari retribusi daerah adalah Rp26.923.119.112,87 dengan
standar deviasi 29.381.672.599,85. Standar deviasi lebih besar
dibandingkan dengan nilai rata — ratanya menunjukkan bahwa data
retribusi daerah mengalami fluktuasi.Nilai tertinggi retribusi daerah adalah
Rp209.834.317.887,85 terdapat di APBD kota Surabaya pada tahun 2011.
Salah satu kebijakan pemerintah kota Surabaya pada tahun 2011 adalah
meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur guna peningkatan
kualitas pelayanan publik. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan
publik, masyarakat pun mau membayar retribusi lebih tinggi. Nilai
terendah retribusi daerah adalah Rp2.274.211.802,75 terdapat di APBD
Kota Batu pada tahun 2007. Kota Batu di kelilingi beberapa gunung dan

bukit sehingga cukup terpencil. Kota yang memiliki panorama alam indah
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ini tidak diimbangi dengan kualitas layanan publik seperti jalan menuju
Kota Batu yang kurang bagus sehingga pendapatan retribusi daerah pun
kecil karena masyarakat tentu tidak mau membayar retribusi lebih tinggi
jika pelayanannya kurang baik. Meskipun demikian, dari tahun ke tahun
pendapatan retribusi Kota Batu mengalami peningkatan seiring
meningkatkannya kualitas pelayanan publik.

Rata -~ rata dari Dana Alokasi Umum (DAU) adalah
Rp522.415.807.807,35 dengan standar deviasi 176.272.044.927,03. Nilai
standar deviasi lebih rendah dibandingkan nilai rata — ratanya
menunjukkan bahwa data DAU tidak mengalami fluktuasi atau homogen.
Nilai tertinggi DAU adalah Rp1.058.648.472.000,00 terdapat di APBD
Kab.Jember pada tahun 2011. Alokasi DAU relatif besar terhadap suatu
daerah jika daerah tersebut potensi fiskalnya kecil tapi kebutuhan fiskalnya
besar. Seperti yang terjadi di kab.Jember tahun 2011. PAD kabupaten ini
hanya Rp182.494.390.159sedangkan belanja daerahnya mencapai
Rp1.983.268.499.680.Nilai terendah DAU adalah Rp188.025.000.000,00
terdapat di APBD Kota Batu pada tahun 2007. PAD kabupaten ini
Rp13.283.274.381 dan belanja daerahnya Rp246.661.476.210. Tujuan
DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk
mendanai  kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Oleh karena itu, meskipun potensi fiskalnya lebih kecil
daripada kebutuhan fiskal tapi karena kebutuhan fiskalnya juga tidak

cukup besar maka DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat pun sedikit.
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4. Rata-rata dari Dana  Alokasi Khusus (DAK) adalah

Rp47.995.491.121,05dengan standar deviasi 23.175.578.082,68. Nilai
standar deviasi yang lebih rendah daripada nilai rata — ratanya berarti
ukuran penyebaran data DAK homogeny. Nilai tertinggi DAK adalah
Rp108.468.200.000,00 terdapat di APBD Kab.Malang pada tahun 2011
dan nilai terendah DAK adalah Rp903.700.000,00 terdapat di APBD Kota
Kediri pada tahun 2010. Jumlah DAK setiap tahun ditentukan berdasarkan
keputusan presiden.

Rata-rata dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah
Rp119.913.952.150,23 dengan standar deviasi 175.798.030.743,93. Nilai
standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata — ratanya menunjukkan
data SiLPA mengalami fluktuasi.Nilai tertinggi SiLPA adalah
Rp1.579.082.113.082,00 terdapat di APBD Kota Surabaya pada tahun
2009. SiLPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
tahun lalu atau bisa disebut sisa anggaran tahun lalu. Nilai SiLPA yang
terlalu besar ini menggambarkan bahwa perencanaan kegiatan yang tidak
akurat dan kurang matang pada tahun 2008. Nilai terendah SiLPA adalah
Rp7.948.417.368,86 terdapat di APBD Kab.Ngawi pada tahun 2009. Hal
ini menunjukkan bahwa tahun 2008 pemerintah Kab.Ngawi telah efektif
dan efisien dalam menggunakan anggaran sehingga menghasilkan nilai
SILPA yang kecil.

Rata-rata dari belanja modal adalah Rp162.910.024.550,46 dengan standar

deviasi 119.321.886.848,82. Nilai standar deviasi lebih besar
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dibandingkan dengan nilai rata — ratanya berarti data belanja modal
mengalami  fluktuasi.Nilai ~ tertinggi  belanja  modal adalah
Rp1.143.038.576.007,00 pada kota Surabaya 2009. Pada tahun 2008
terjadi krisis keuangan (peningkatan hutang) yang melanda beberapa
negara di kawasan Eropa sehingga pada tahun 2009 belanja modal kota
Surabaya sangat besar untuk pemulihan perekonomian. Kota Surabaya
merupakan kota yang cukup maju dengan kegiatan perdagangan (terutama
ekspor di daerah Eropa) dan investasi sehingga perlu ditunjang dengan
ketersediaan infrastruktur untuk memperlancar kegiatan investasi dan
transportasi barang ekspor dari kota Surabaya. Sehingga kota Surabaya
meningkatkan belanja modalnya terutama pada belanja gedung dan
bangunan dan belanja jalan, irigasi, dan jaringan.Nilai terendah belanja
modal adalah Rp44.601.848.936,00 terdapat di APBD Kota Madiun pada
tahun 2007. Kota Madiun termasuk kota yang cukup maju dikarenakan
posisi yang strategis berada di jalur utama Surabaya-Yogyakarta sehingga
ditetapkan sebagai pusat ekonomi untuk daerah sekitarnya. Belanja daerah
kota Madiun pada tahun tersebut cukup besar yaitu Rp277.179.277.875
tapi sayangnya lebih difokuskan pada belanja pegawai yang mencapai

Rp176.245.665.070,5.

4.3. Uji Asumsi Klasik
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Penggunaan alat statistik regresi linear berganda mensyaratkan
dilakukannya pengujian asumsi klasik. Jika asumsi klasik tidak terpenuhi akan
menyebabkan bias pada hasil penelitian. Pengujian atas asumsi klasik terdiri
atas (1) uji normalitas data, (2) multikolinieritas, (3)autokorelasi, dan (4)
heteroskedastisitas.

4.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model
regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal
(Ghozali, 2006). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi
normal atau mendekati normal.Untuk menguji normalitas data, penelitian
ini menggunakan analisis grafik yaitu analisis grafik normal probability
plot. Data dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar
garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Dengan
melihat tampilan grafik normal probability plot menunjukkan titik — titik
menyebar di sekitar dan searah dengan garis diagonal, hal ini
menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Sehingga grafik ini
menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi

normalitas.

Gambar 4.1.
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Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data Diolah (2013)

4.2.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas (Ghozali,
2006). Metode yang digunakan untuk menguji adanya multikolinieritas
dapat dilihat dari tolerance value atau variance inflation factor (VIF)
yang dapat dihitung melalui proses SPSS. Batas dari tolerance value
adalah di bawah 0,10 dan batas VIF di atas 10 maka terjadi
multikolinieritas.

Tabel 4.8. menunjukkan hasil dari pengujian multikolinieritas.
Hasil pengujian memperlihatkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi
multikolinieritas. Hal ini ditunjukkan tolerance value masing — masing
variabel independen yang berada di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10.

Dengan demikian, model regresi terbebas dari multikolinieritas.
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Tabel 4.8.

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Tolerance | VIF Keterangan

Pajak Daerah 0,361 2,771 | Tidak terjadi multikolinieritas
Retribusi Daerah | 0,206 4,863 | Tidak terjadi multikolinieritas
DAU 0,510 1,963 | Tidak terjadi multikolinieritas
DAK 0,578 1,729 | Tidak terjadi multikolinieritas
SiLPA 0,388 2,580 | Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data diolah (2013)

4.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antara kesalahan
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t —
1 (sebelumnya). Pengujian ini menggunakan uji Durbin — Watson. Hasil
pengujian autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.9. Nilai Durbin —
Watson (Dw Test) akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan
menggunakan derajat kepercayaan 5%. Bila d, < d< (4-d,) maka tidak
terjadi autokorelasi. Berdasarkan jumlah observasi sebanyak N = 190 dan
jumlah variabel bebas (k = 5), maka diketahui Dw Test yang diperoleh
sebesar 1,927 berada di antara d, = 1,817 dan (4-d,) = 2,183 sehingga

dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4.9.

Hasil Uji Autokorelasi
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Model Summaryb

Model R R Adjusted Std. Error of the Durbin-
Square | R Square Estimate Watson
1 .859° .738 731 61884016268.51988 | 1.927
a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAK, Pajak Daerah, DAU, Retribusi
Daerah

b. Dependent variable: Belanja Modal
Sumber: Data Diolah (2013)

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi perbedaan variance residual suatu periode
pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Hasil uji heteroskedastisitas
dengan scatterplot menunjukkan bahwa titik — titik menyebar secara acak
serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal
ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model

regresi sehingga model regresi layak digunakan.

Gambar 4.2.

Hasil Uji Heteroskedastisitas
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Sumber : Data Diolah (2013)

4.4. Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh
pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap

belanja modal.

Hasil uji regresi linear berganda dapat ditunjukkan pada tabel berikut :
Tabel 4.10.

Hasil Estimasi Regresi
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Coefficients®

Standardized Collinearity
Unstandardized Coefficients Coefficients Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. |Tolerance| VIF
1 (Constant) 25871139430.532| 14350456793.946 1.803| .073
Pajak_Daerah 127 .060 132| 2.109| .036 .361 2.771
Retribusi_Daerah 114 .338 .028| .338| .736 .206 4.863
DAU .092 .036 137| 2.585] .011 510 1.963
DAK .508 .255 .099| 1.990| .048 578 1.729
SiLPA A71 .041 .693( 11.442] .000 .388 2.580|

a. Dependent Variable: Belanja_Modal
Sumber : Data Diolah (2013)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk

adalah sebagai berikut:

BM = 25871139430,532+ 0,127PD + 0,114RD + 0,092DAU + 0,508DAK +

0,471SiLPA

Persamaan regresi di atas menyatakan bahwa:

Konstanta sebesar 25.871.139.430,532menyatakan bahwa apabila pajak
daerah, retribusi daerah, DAU, DAK, dan SiLPA konstan maka belanja
modal akan bernilai 25.871.139.430,532.

Koefisien regresi pajak daerah sebesar 0,127menyatakan bahwa apabila
pajak daerah meningkat sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel lain
tetap maka akan mengakibatkan naiknya belanja modal sebesar
0,127satuan.

Koefisien regresi retribusi daerah sebesar 0,114menyatakan bahwa apabila
retribusi daerah meningkat sebesar satu satuan sedangkan nilai variabel
lain tetap maka akan mengakibatkan naiknya belanja modal sebesar

0,114satuan.
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Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0,092menyatakan
bahwa apabila DAU meningkat sebesar satu satuan sedangkan nilai
variabel lain tetap maka akan mengakibatkan naiknya belanja modal
sebesar 0,092satuan.

Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,508menyatakan
bahwa apabila DAK meningkat sebesar satu satuan sedangkan nilai
variabel lain tetap maka akan mengakibatkan naiknya belanja modal
sebesar 0,508satuan.

Koefisien regresi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar
0,471menyatakan bahwa apabila SiLPA meningkat sebesar satu satuan
sedangkan nilai variabel lain tetap maka akan mengakibatkan naiknya

belanja modal sebesar 0,471satuan.

4.5. Pengujian Hipotesis

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama — sama

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Berdasarkan pengujian SPSS,

diperoleh Fhiwng Sebesar 103.732dengan signifikansi 0,000 yang berada di

bawah nilai signifikansi yang digunakan 0,05 (a = 0,05), yang berarti bahwa

variabel independen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK, dan SiLPA

secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel

dependen Belanja Modal. Dengan demikian model yang digunakan dalam
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penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan belanja modal dalam

APBD.

4.4.1. Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Untuk mengetahui secara detail pengaruh masing — masing
variabel independen terhadap variabel dependen digunakan pengujian
secara parsial dengan uji t.

4.4.1.1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal

Tabel 4.10. menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah
mempunyai koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 0,127 dan
nilai probabilitas sebesar 0,036. Karena nilai probabilitas ini lebih
kecil dari taraf signifikansi 0,05 artinya pajak daerah secara parsial
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
Dengan demikian hipotesis pertama (H;) yang menyatakan “pajak

daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal” didukung.

4.4.1.2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Tabel 4.10.menunjukkan bahwa variabel Retribusi Daerah
mempunyai koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 0,114 dan
nilai probabilitas sebesar 0,736. Karena nilai probabilitas ini lebih
besar dari taraf signifikansi 0,05 maka kesimpulannya retribusi daerah
secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Dengan demikian hipotesis kedua (H,) yang menyatakan “retribusi

60



daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal” tidak

didukung.

4.4.1.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja

Modal

Tabel 4.10. menunjukkan bahwa variabel DAU mempunyai
koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 0,092 dan nilai
probabilitas sebesar 0,011. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari
taraf signifikansi 0,05 maka kesimpulannya DAU secara parsial
mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian
hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan “DAU berpengaruh positif

terhadap belanja modal” didukung.

4.4.1.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja

Modal

Tabel 4.10. menunjukkan bahwa variabel DAK mempunyai
koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 0,508 dan nilai
probabilitas sebesar 0,048. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari
taraf signifikansi 0,05 maka kesimpulannya DAK secara parsial
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan demikian
hipotesis keempat (H;) yang menyatakan “DAK berpengaruh positif

terhadap belanja modal” didukung.
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4.4.1.5. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
terhadap Belanja Modal
Tabel 4.10. menunjukkan bahwa variabel SiLPA mempunyai
koefisien regresi dengan nilai positif sebesar 0,471 dan nilai
probabilitas sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas ini lebih kecil dari
taraf signifikansi 0,05 maka kesimpulannya SiLPA secara parsial
mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian

hipotesis kelima (Hs) yang menyatakan “SiLLPA berpengaruh positif

terhadap belanja modal” didukung.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diringkas mengenai uji hipotesis

dari masing — masing variabel independen terhadap variabel dependen

sebagai berikut:
Tabel 4.11.

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No. Hipotesis Probabilitas Hasil Uji

1. Pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja Diterima
modal 0,036 <0, 05

2. Retrlt_)u3| daerah berpengaruh positif terhadap 0,736 > 0, 05 Ditolak
belanja modal

3. DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal | 0,011 <0,05 | Diterima

4, DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal | 0,048<0, 05 Diterima

5. SiLPA Dberpengaruh positif terhadap belanja 0.000 < 0. 05 Diterima
modal ’ ’

4.6. Hasil Koefisien Determinasi R?

Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel independen, digunakan

adjusted R — square sebagai koefisien determinasi. Dari pengujian ini dapat
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diketahui tingkat keeratan atau keterikatan antar variabel dependen dan
variabel independen yang dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan
determinasi (adjusted R-square) nya.

Tabel 4.12.

Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary

Adjusted R | Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate
1 .859° 738 .731(61884016268.51988

a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAK, Pajak_Daerah, DAU,
Retribusi_Daerah

Sumber : Data Diolah (2013)

Koefisien determinasi R? digunakan untuk mengetahui besarnya variasi
variabel — variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.
Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi dalam tabel 4.6, besarnya
adjusted R — square adalah 0,731. Hal ini berarti 73,1% variasi belanja modal
dapat dijelaskan oleh 5 variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi
daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan SiLPA. Sedangkan
sisanya sebesar 26,9% dijelaskan oleh variabel - variabel yang lain di luar

model.

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian
4.7.1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal
Dari hasil analisis, pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa

pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja

63



modal. Hal ini disebabkan karena pajak daerah juga digunakan untuk
membiayai pembangunan daerah. Jika dibandingkan dengan penelitian
Sumarmi (2009) yang meneliti PAD tanpa memisahkan pajak daerah dan
retribusi daerah, hasil penelitian ini sebanding. Jika PAD (salah satunya
adalah pajak daerah) meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah
daerah akan lebih tinggi sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif
untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi sarana
prasarana dan pembangunan guna pelayanan publik yang menjadi
kewajiban pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian
Sianturi (2010). Jika pajak daerah meningkat maka dana yang dimiliki
oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan pemerintah daerah akan
berinsiatif untuk lebih meningkatkan belanja modalnya untuk melengkapi
sarana prasarana pembangunan daerah guna pelayanan publik yang

menjadi kewajiban pemerintah.

4.7.2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa retribusi daerah
tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dengan demikian hipotesis
kedua ditolak. Penelitian ini tidak sebanding dengan penelitian Sumarmi
(2009). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan (UU 28 tahun 2009). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil
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penelitian Sianturi (2010) yang menyatakan bahwa secara parsial retribusi
daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal. Titik
tekan dari retribusi daerah adalah adanya imbalan langsung yang bisa
dinikmati oleh masyarakat. Namun dalam praktek di lapangan, masih
banyak dijumpai keluhan masyarakat atas pelayanan publik yang
disediakan dan diberikan oleh permetintah daerah. Masih ada
ketidakcocokkan antara retribusi yang dibayar dengan kualitas pelayanan
yang diterima. Masyarakat tentu tidak mau membayar lebih tinggi bila
pelayanan yang diterima sama saja atau bahkan masih buruk kualitas dan
kuantitasnya. Oleh karena itu, retribusi daerah sebagai salah satu PAD

belum memberikan kontribusi yang cukup untuk belanja modal.

4.7.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa Dana Alokasi
Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat
diartikan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima daerah maka akan
semakin tinggi pula belanja modal yang akan dibelanjakan. Hasil
penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan Dana Alokasi Umum
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh signifikan DAU
terhadap belanja modal ini dapat dipahami mengingat bahwa pelaksanaan
otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik

yang direalisasikan melalui belanja modal juga ikut dibiayai olen DAU
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tersebut. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Sumarmi (2009) dengan sampel kab./kota di DIY. Tujuan
awal DAU adalah untuk pemerataan keuangan antardaerah yang
dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan
antardaerah. Suatu daerah yang potensi fiskalnya rendah, maka DAU yang
diperoleh tinggi dan sebaliknya jika potensi fiskalnya tinggi, maka DAU
yang diperoleh daerah bersangkutan akan rendah. DIY memiliki
kemandirian daerah kab./kota yang kuat sehingga tidak bergantung dari

pemerintah pusat untuk membiayai alokasi belanja modal daerah.

4.7.4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja

Modal

Pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa DAK berpengaruh
positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penggunaan DAK diatur
oleh pemerintah pusat dan hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan,
kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan,
infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana
pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana
pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang
semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal. Hasil penelitian
ini sejalan dengan hasil penelitian Sumarmi (2009) yang menyatakan
bahwa DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan —

kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan
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sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan
sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum tercapai
standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Pembangunan daerah dapat direalisasikan melalui belanja modal.

4.7.5. Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap

Belanja Modal

Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap realisasi belanja modal untuk pelayanan
publik. SiLPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan
yang dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi
pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja daerah, mendanai
pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang
dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai), dan mendanai kewajiban
lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.
(Pakpahan, 2013). Sehingga apabila terjadi kenaikan pada SiLPA maka
akan meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik. hasil
penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ardhini (2011) yang
menyatakan bahwa sebagian besar SiLPA disumbangkan ke belanja
langsung berupa belanja modal yang secara langsung menyentuh
kebutuhan masyarakat.SiLPA sebenarnya merupakan indikator efisiensi,
karena SIiLPA hanya akan terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan

sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif dimana komponen
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penerimaan pembiayaan lebih besar daripada komponen pengeluaran
pembiayaan (Balitbang NTT, 2008). Namun, menurut Kumorotomo
(2010), besarnya SiLPA menunjukkan masih lambatnya perbaikan
kemampuan aparat daerah dalam penganggaran. Ketidakmampuan
pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran yang ada
seperti beberapa proyek yang tertunda, akan membuat pemerintah pusat
menilai adanya kegagalan kerja pemerintah daerah. Sehingga akan
berimbas pada pengurangan alokasi dana pusat seperti DAU dan DAK. Itu
berbahaya, karena dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat
merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai

operasional daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
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Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut:

1.

Pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja
modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada pajak daerah,
maka akan meningkatkan belanja modal.

Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
Sehingga apabila terjadi kenaikan pada retribusi daerah, tidak
akan mempengaruhi belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan
terhadap belanja modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada
DAU, maka akan meningkatkan belanja modal.

Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan
terhadap belanja modal. Sehingga apabila terjadi kenaikan pada
DAK, maka akan meningkatkan belanja modal.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif
signifikan terhadap belanja modal. Sehingga apabila terjadi

kenaikan pada SiLPA, maka akan meningkatkan belanja modal.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut:

1. Periode penelitian hanya 5 tahun yaitu dari tahun 2007 sampai

tahun 2011 sehingga mempengaruhi hasil yang diperoleh.
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5.3. Saran

2. Dalam penelitian ini, variabel yang dimasukkan ke dalam model

regresi sebagai variabel independen yang mempengaruhi Belanja
Modal hanya 5 variabel yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah,
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) saja, sementara
dimungkinkan masih ada variabel lain yang dapat mempengaruhi
Belanja Modal. Angka adjusted R-square atau koefisien
determinasi adalah 0,731. Hal ini berarti 73,1% variasi variabel
belanja modal dapat dijelaskan oleh 5 variabel independen yaitu
pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK, dan SiLPA,
sedangkan sisanya sebesar 26,9% dijelaskan oleh variabel-

variabel yang lain di luar model.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dikemukakan di

atas, maka saran yang diajukan sebagai berikut:

1.

Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan rentang
waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang
relevan, misalnya tahun 2007-2012.

Penambahan variabel independen yang mungkin mempengaruhi
Belanja Modal, misalnya jenis — jenis atau ukuran penerimaan
pemerintah daerah lainnya maupun variabel non keuangan,

seperti jumlah penduduk. Daerah dengan jumlah penduduk yang
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lebih banyak tentu membutuhkan belanja modal lebih banyak
yang digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan

publik daripada daerah dengan jumlah penduduk sedikit.
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Statistika Deskripti

Std. Deviation

Mean

Statistics

Maximum

Descriptive

inimum

M
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Pajak Daerah 190 | 2.643.875.425,00 | 1.488.358.147.753,27 | 38.095.401.813,69 | 124.811.452.498,12
Retribusi Daerah | 195 | 5 574211.802,75 | 200.834.317.887,85 | 26.923.119.112,87 | 29.381.672.599,85
DAU 190 | 188.025.000.000,00 | 1.058.648.472.000,00 | 522.415.807.807,35 | 176.272.044.927,03
DAK 190 903.700.000,00 | 108.468.200.000,00 | 47.995.491.121,05 | 23.175.578.082,68
SILPA 100 | 7.948.417.368,86 | 1.579.082.113.082,00 | 119.913.952.150,23 | 175.798.030.743,93
BelanjaModal | 194 | 44601.848.936,00 | 1.143.038.576.007,00 | 162.910.024.550,46 | 119.321.886.848,82
Valid N (listwise) 190
LAMPIRAN 3

HASIL ANALISIS REGRESI DAN ASUMSI KLASIK

Regression

80




ANOVA®

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 1.986E24 5 3.973E23 103.732 .000%
Residual 7.047E23 184 3.830E21
Total 2.691E24 189
a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAK, Pajak_Daerah, DAU, Retribusi_Daerah
b. Dependent Variable: Belanja_Modal
Model Summary®
Model R R Adjusted Std. Error of the Durbin-
Square | R Square Estimate Watson
1 .859% 7138 731 61884016268.51988 | 1.927

a. Predictors:

Retribusi Daerah
b. Dependent variable: Belanja Modal

(Constant), SiLPA, DAK, Pajak Daerah, DAU,

ANOVAD

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.
1 Regression 1.986E24 5 3.973E23 103.732 .000°

Residual 7.047E23 184 3.830E21

Total 2.691E24 189
a. Predictors: (Constant), SiLPA, DAK, Pajak_Daerah, DAU, Retribusi_Daerah
b. Dependent Variable: Belanja_Modal

Coefficients®
Standardized Collinearity
Unstandardized Coefficients Coefficients Statistics

Model B Std. Error Beta t Sig. |Tolerance| VIF
1 (Constant) 25871139430.532( 14350456793.946 1.803| .073
_Pajak_Daerah 127 .060 132 2.109| .036 361 2.771
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Retribusi_Daerah
DAU

DAK

SiLPA

114
.092
.508
471

.338
.036
.255
.041

.028
137
.099
.693

.338
2.585
1.990

11.442

136
011
.048
.000

.206
510
578
.388

4.863
1.963
1.729
2.580

a. Dependent Variable: Belanja_Modal

Charts
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Regression Studentized Residual

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Belanja_Modal
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Tabel Durbin-Watson

t points of dL and dU

ignifican

5 percent si

istic :
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